LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN

KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 4 Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLAN]JAN,
Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 3 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan

Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah
mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n
Bupati Gunungkidul, Nomor : 44/KPTS/2024 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2025 Kalurahan Planjan tertanggal 24 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor
37);

Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan
Planjan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Planjan
Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Aset Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Planjan Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan Tahun
2021 Nomor 9);

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Planjan
Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Kalurahan Planjan Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan  Tahun 2025

(Lembaran Kalurahan Planjan Tahun 2025 Nomor 3) ;



Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PLANJAN

Menetapkan

dan

LURAH PLANJAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.621.854.900,00
2 Belanja Kalurahan Rp 2.743.778.579,28
3. Surplus/(Defisit) Rp (121.923.679,28)
4 Pembiayaan Kalurahan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( A-B) Rp 121.923.679,28
SilPA tahun anggaran berjalan Rp 0,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b.daftar penyertaan modal (jika tersedia};

a.daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

d.daftar

kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya (jika ada).



Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah  Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (D)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

(4 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
Kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa
dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan
pada tahun berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan

dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Planjan

Ditetapkan di Planjan
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd.

MURYONO ASIH SULISTIYO

Diundangkan di Planjan

pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

Ttd.

BUDI SETIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN PLANJAN TAHUN 2024 NOMOR 4



LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMNJA DIEG/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN
TAHUN ANGGARAN 2025

enis APBDes : APBDes Awal
KODE REK URAIAN AN?,?:?AN KETERANGAN
1 2 3 4

4. PENDAPATAN

41 Pendapatan Asli Desa 33.700.000,00

4.2, Pendapatan Transfer 2.584,654.900,00

43, Pendapatan Lain-lain 3.500,000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.621,854.800,00

5. BELANJA

51. Belanja Pegawai 963.774.801,28

5.2. Belanja Barang dan Jasa 895,563.828,00

53 Belanja Modal 792,280.720,00

54. Belanja Tidak Terduga 92,159.230,00
JUMLAH BELANJA 2.743.778.579,28
SURPLUS / (DEFISIT) (121.923.679,28)

6. PEMEBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 161,923.679,28

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya | 1-6-1 -9:25;3;5;53- ’

6.2. Pergeluaran Pembiayaan | 4 ?-0?(3?9().9_0_ |

6.2.2. Penyertaan Modal Desa ’ ) 40.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 121.923.679,28

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00

LTI 31/12/2024 10:00:25
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LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN PLANJAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PLAMJAN

TAHUN ANGSARAN 2025

nis APBDes : APBDes Awal
,Eféﬂfué URAIAN AN‘:';‘;R)A” SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 33.700.000,00
4.2, Pendapatan Transfer 2.584.654.900,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 3.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.621.854.900,00
5. BELANJA
. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.421.101.797,28
A. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.101,209.197,28
Pemerintahan Desa
-1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dar Tunjangan Kepala Desa 46.800.000,00 | ADD
.1.01 | 5.1, Belanja Pegawai 46.800.000,00
.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 782.725.300,00 | ADD
1.02 | 51. Belanja Pegawai 782.725.300,00
.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 53.326.721,28 | ADD
1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 53,326.721,28
.1.04 [F;ec;'\“y)ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 51.100.056,00 | ADD, DLL, PAD, f
.1.04 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 51.100.056,00
1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 68.197.780,00 | ADD
.1.05 | 51, Belanja Pegawai 68.137.780,00
.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 6.145.000,00 | PBH
m, Listrix dl)
1.06 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 6.145.000,00
1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 51.314.340,00 | ADD, PBH
1.07 | 52, Belanja Barang dan Jasa 51.314.340,00
1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 41.600.000,00 | DDS
a
1.08 | 52, Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00
.2 Penyadiaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 161.921.600,00
2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasa.ana Kantor Desa ** 138.721.600,00 | DDS
)
2.03 | 53, Belanja Modal 138.721.600,00
2.90 Pengadaan Peralatan Kerja 10.300.000,00 | PAD
290 | 53, Belanja Modal 10.300.000,00
2.95 Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja 2.900.000,00 | PBH
Halaman 1
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KODE

ANGGARAN

{EKENING URAIAN SUMBERDANA
(Rp)
1 2 3 4 5
1.2.95 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00
1.3. Pengelolaan Administrasl Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 48.649.500,00
dan Kearsipan
.3.01 Pelayanan Administrasl Umum dan Kependudukan 16.250.000,00 | PBP
.3.01 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00
3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 26.274.500,00 | DDS
3.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 26.274.500,00
.3.90 Penyusunan Monografi Desa 2.475.000,00 | PAD
380 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00
3.91 Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 4.650,000,00 | DDS
3.8t | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00
A, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 111.552.500,00
dan Pelaporan
4.01 ::;ﬁfg)nggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 3.875.000,00 | DDS
4.01 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.875.000,00
4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJ!MDesa/RKPDesa dll) 22,945.000,00 | DDS
403 [ 52 Belanja Barang dan Jasa 22.945.000,00
4.04 5’z?lg)lusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 5.180.000,00 | PAD
4.04 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.180.000,00
4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 20.125.000,00 | DDS, PAD
4.05 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00
4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 11.200.000,00 | DDS
408 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00
4.90 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran 1.472.500,00 | PBH
490 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.472.500,00
4.91 Pengisian Perangkat Desa 34.030.000,00 | PBH
491 | 52. Belanja Barang dan Jasa 34,030.000,00
492 Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa 12.725.000,00 | ADD
492 | 5.1, Belanja Pegawai 12.725.000,00
5. Sub Bidang Pertanahan 7.769.000,00
5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (P3B) 7.769.000,00 | PAD
5.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.769.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.118.089.152,00
1. Sub Bidang Pendidikan 242.205.132,00
1.01 Penyelenggaraan PAUDITK/TPA/T KA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De §2.560.000,00 | DDS
sa (Honor, Pakaian dll)
1.01 | 52, Belanjz Barang dan tasa 52.560,000,00
1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa {Pengadaan Buku, Honor, Taman B 5.758.032,00 | DDS
aca)
1.08 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.758.032,00
1.90 Pembangunan/Rehabilitas| Gedung PAUD/TK Milik Desa 183.887.100,00 | DDS
1.90 | 53, Belanja Modal 183.887.100,00
Printod by Sremen Halaman 2
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RENENNG URAIAN ANC‘;%‘;R)AN SUMBERDANA
1 2 3 4 5 |
2.2, Sub Bldang Kesehatan 313.985.000,00
2202 sP:l}yglenggaraar. Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In 124.320,000,00 | pos
nti

2202 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 124.320.000,00

2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Keseha.an (Untuk Masyarakat, Tenaga 7.500.000 00 | PBP
dan Kader Kesehatan dli)

2203 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 18.045.000,00 | pps

2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.045.000,00

2.2.09 PemrangunanIRehabilitasVPeningkatanJPengadaan Sarana/Prasarana 19.400.000,00 | pps
Posyandu/Polindes/PKD **

2209 | 52. Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00

2.2.90 Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpacu (Posbindu) 3.500.000,00 | pDs

22590 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

2291 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 13.800.000,00 | oDS

2291 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

2284 Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 29.400.000,00 | DDS

2294 | 52 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00

2.2.98 Insentif kader kesehatan/KB 87.020.000,00 | pDS

2298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 97.020.000,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 392,287.020,0n

23.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 279.374,020,00 | pDS

2.3.12 | 53, Belanja Modal 279.374.020,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s 112.913.000,00 | pps
elokan dli)

2314 | 53 Belanja Medal 112.913.000,n0

2.4, Sub Bidang Kawasan Pemukiman 117.377.000,00

2491 Pemberian stimulan jamban sehat 117.377.000,00 | DDS, PBP

2481 [ 52 Belanja Barang dan Jasa 117.377.000,00

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 47,235.000,00

1.6.02 Penyelenggaraan Informasi Fublik Desa (Poster, Baliho DIl) 15.150.000,00 | ppS

1602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.150.000,00

1.6.03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Kemunikasi dan Informasi 32.085.000,00 | oDS
Lokal Desa

16.03 | 53 Belanja Modal 32.085.000,00

1.8, Sub Bidang Pariwisata 5.000.000,00

~8.93 Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa 5.000.000,00 | DDS

.8.93 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

! BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 27.759.900,00

ar Sub Bldang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 2.940.000,00
Masyarakat

1.1.93 Pembinaan Jaga Warga 2.940.000,00 | PAD

1193 [ 52 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00
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Rszzzfm URAIAN AN‘:%ADR)"N SUMBERDANA
1 2 3 4 5

3.2, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 15.000.000,00

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 15.000.000,00 | pPBP

3.2.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.635.000,00

3.3.93 Qperasional Karang Taruna 1.635.000,00 | PAD

3393 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.635.060,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 8.184.900,00

3.4.92 Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK 1.359.900,00 | PAD
PK Desa)

3492 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.359.900,00

3.4.95 Operasional LPMD dan/atau LPMP 3.135.000,00 | PBH

3495 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.135.000,00

3.4.96 Operasional PKK 3.690.000,00 | °BH

3.496 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 84.668.500,00

4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 4.210.000,00

4.2.92 Pembinaan/Pemberdayaan keloinpok tani/Gapoktzn 4.210.000,00 | DDS

4292 | 52, Belanja Barang dan Jasa 4.210.000,00

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 11.500.000,00

43,02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 7.500.000,00 | PBP

4302 | 52 Belsnja Barang dan Jasa 7.500.000,00

43.03 Peningkatan Kapasitas BPD 4.000.000,00 | PBP

4303 | 52. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

4.4, Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 23.248.500,00
Keluarga

4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4.285.000,00 | ODS

4401 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.285.000,00

4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 4.285.000,00 [ DNS

4402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.285.000,00

4,490 Penyelenggaraan Desa Layak Anak fDzlana) 3.120.000,C0 | DDS

4490 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000,00

4.4.92 Pembinaan dan pengembangan Forurm Anak Desa 2.433.,500,00 | DDS

4492 | 52, Belanja Barang dan Jasa 2.433.500,00

4.4.96 Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja 3.375.000,00 | DDS

4496 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00

4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bicang Pemberdayaan Perenipuan, Perlindungan A 5.750.000,00 | PBP
nak dan Keluarga

4499 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00

4.6. Suo Bidang Dukungan Penanaman Modal 5.240.000,00

4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde 5.240.000,00 | DDS
s)

4.6.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00

4T Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 40.470.000,00

31/12/2024 10:00:45 Halaman 4
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KODE

i ANGGARAN
| REKENING URAIAN o) SUMBERDANA
" 2 3 4 5
4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 36.025.000,00 | pDS
4.7.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.025.000,00
4.7.02 | 5.3. Belanja Modal 35.000.000,00
4.7.04 PembentukaannslIllasllPelatihan/Pcndamplngan kelompok usaha akonom 4.445,000,00 | oos
i produktif
4.7.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4,445.000,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA., DARURAT DAN MENDESAK DE 92.159.230,00
5.1. Sub Bldang Penanggulangan Bencana 12.500.000,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana 12.500.0€0,00 | DDS
51.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 12.500.000,00
5.2, Sub Bidang Keadaan Darurat 7.659.230,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 7.659.230,00 | DDS
5.2.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 7.659.230,00
53, Sub Bidang Keadaan Mendesak 72.000.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 72.000.000,00 | DDS
5.3.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 72.,000.000,00
JUMLAH BELANJA 2.743.778.579,28
SURPLUS / (DEFISIT) (121.923.679,28)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 161,923.679,28
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 121,923.679,28
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
Halaman §

Printed by Siskeudes 31/12/2024 10:00:45
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI

Jalan Raya Wonosari-Panggang Km 22 Kepek, Saptosari, GunungkidulKodePos 55871

Posel: saptosari@gunungkidulkab.go.idLaman: https://saptosari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SAPTOSARI
NOMOR #4.. TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PLANUAN

KAPANEWON SAPTOSARI
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Menimbang

Mengingat

PLANJAN TAHUN ANGGARAN 2025
PANEWU SAPTOSARI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan

Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman  Fengelolaan Keuangan  Desa, Panewu
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2025 dan

menetapkan hasil evaluasinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan
Planjan Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Planjan Tahun
Anggaran 2025;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

. Undang-Undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang
Penetapan mulai  berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Dacrah-
Dacrah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2C14 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tenteng Desa scbagaimana telah beberapa  kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahar Planjan
Kapanewon Saptosari Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Kalurahan Planjan Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil
evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saptosari
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL
R,
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SAPTOSARI

PEMERINTAH KALURAHAN PLANJAN

OO o
QA EA TIAT2077 TN A0 aomm a0
Jalan Baron Km. 5 Planjan, Saptosari, Gunungkidul, Kode Pos 55871
website:https://planjan-saptosari.desa.id

e e e et

Planjan, 27 Desember 2024

Nomor :100.3.1/082
Lamp. D=
Sifat t-
Hal : Undangan
Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Bamuskal Kalurahan Planjan
Di
Tempat

Dengan hormat,
Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada Acara yang akan dilaksanakan besok

pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Planjan
Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal

Tahun Anggaran 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya

disampaikan terima kasih.
Planjan

N4
N 2
)
; /22K
*
o
T

LURAH r -

Rl

£
QO : O ASIH SULISTIYO
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DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BAMUSKAL
PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

TENTANG

" ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN"

TARUN ANGGARAN 2025

wri tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
aktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
npat : Balai Kalurahan Planjan
ara : Rapat Penetapan Peraturan Kalurahan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanju Kalurahan Tahun Anggaran 2025
) Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan
g o | A iz Qs —
o N\
2
\/WMUAYO S, Fombs, /%M S/
NG =
AGUS . | Ka ki) Pamh. TRITIC w
Fl&mx,fbj A, f/ 4 74%

| A/ o .
| Som, &’ W //icf/»., ZCa/zM// 5
. V i / N
vl | et Gunter 5
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BERITA ACARA PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAI.URAHAN
KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN PLANJAN KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat
di Balai kalurahan Planjan diadakan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas

Penetapan Peraturan Kalurahan tentang
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Rapat / Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana daftar hadir terlampir. Daiam rapat terseb
telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut

Pemerintah Kalurahan mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurohan Tahun Anggaran 2025. Yang Telah mendapatkan evaluasi daci Panewu Saptosari atas
nama Bupati Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Panewu Saptosari Nomor 44/KPTS/2024 tanggal
24 Desember 2024. Sctelah dipelajari dan dirapatkan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan
Rancangan terscbut sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025,dengan
demikian Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan mengambil kesimpulan s2bagai berikut :

a. Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2025 untuk ditetapkan Lurah.

b. Bersama ini seluruh Anggota Bamuskal telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tertang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai Peraturan Kalurahan
Planjan setelah ditetapkan Lurah.

c. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa ' Rp 33.700.000,00

b. Transfer Rp 2.584.654.900,00
c. Pendapatan Lain-lain E Rp 3.500.000,00
Jumlah Pendapatan s Rp 2.621.854.900,00
2. BELANJA DESA
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintaban Desa Rp 1.421.101.797,28
b. Bidang Pembangunan Desa Rp 1.118.089.152,00
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Dera Rp 27.759.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 84.668.500,00
e. Belanja Tidak Terduga Rp 92.159.230,00
Jumlah Belanja Desa Rp 2.743.778.579,28
Surplus/(Defisit) -Rp 121.923.679,28
3. PEMBIAYAAN DESA
a. Penerimaar. Pembiayaan Rp 161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan | A-B) Rp 121.923.679,28
SILPA Tahun berjalan Rp 0,00
Lurah agar segera menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja

Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari

sebagaimana mestinya.

terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
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Dipindai dengan CamScanner



NOTULEN RAPAT

HARI, TANGGAL : Selasa, 31 Desember 2024

WAKTU : Pukul 09.00 WIB S/d Selesai

TEMPAT : Balai Kalurahan Planjan

ACARA : Penetapan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal 2025

Hasil Rapat Penetapan :

1. Dasar Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Edaran
Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

9. Peraturan Kalurahan Planjan Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 telah
mendapatkan Evaluasi Panewu Kapanewon Saptosari atas nama Bupati
Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Panewu Saptosari Nomor
44 /KPTS /2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Kalurahan Planjan Kapanewon Saptosari Tentang APBKal Tahun
Anggaran 2025.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Auggaran 2025
sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa Rp 33.700.000,00
b. Transfer Rp 2.584.654.900,00
c. Pendapatan Lain-lain Rp 3.500.000,00
Jumlah Pendapatan Rp 2.621.854.900,00

2. BELANJA DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Desa Rp 1.421.101.797,28
b. Bidang Pembangunan Desa Rp 1.118.089.152,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 27.759.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 84.668.500,00
e. Belanja Tidak Terduga Rp 90.159.230,00
Jumlah Belanja Desa Rp 2.743.778.579,28
Surplus/(Defisit) -Rp 121.923.679,28

3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 161.923.679,28
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( A-B) Rp 121.923.679,28
SILPA Tahun berjalan Rp 0,00

3. Rancangan Peraturan Kalurahan Planjan Tentang APBKal Tahun Anggaran 2025
ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tertanggal 31

Desember 2024
NOTULIS

Budi Setiyanto

Dipindai dengan CamScanner



